
i

TUGAS AKHIR

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH

PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI RIAU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu

Sosial Universitas Islam Negri Syarif Kasim Pekanbaru Riau

UIN SUSKA RIAU

OLEH

SALMI HANDAYANI GUSRADE

NIM. 02170623411

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2024







 



i

TUGAS AKHIR

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS

PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU

Oleh:

SALMI HANDAYANI GUSRADE

NIM : 02170623411

Penelitian ini dilakukan di pekanbaru pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

Ruang Provinsi Riau. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perhitungan

dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh instansi terhadap Undang-

Undang Perpajakan dan juga untuk mengetahui kesesuaian peraturan perpajakan

yang diterapkan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penatataan Ruang Provinsi Riau.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi dan

hasil wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey

ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk

menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk

mendukung masalah. di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi

Riau. Hasil penelitian yang diperoleh pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

Ruang Provinsi Riau yaitu dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh

Pasal 21 telah sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku, namun masih



ii

ditemukan kesalahan dalam perhitungan tarif PTKP pegawai, Dinas PUPR tidak

menggunakan status pegawai yang sebenarnya dalam perhitungan pajak

penghasilan pegawai. Akibat kesalahan ini, Perhitungan PPh Pasal 21 terjadi

selisih bayar dan pajak yang dilaporkan menjadi lebih besar dari pajak terutang

yang seharusnya.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan,PPh Pasal 21,PTKP
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya akan

dikenai pajak penghasilan oleh pemerintah. Ketika seorang karyawan bekerja di

suatu perusahaan, perusahaan tersebut akan melakukan pemotongan pajak atas

penghasilan karyawan tersebut sesuai dengan ketentuan Pajak PenghasilanPasal 21.

Perusahaan memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan pajak terhadap

penghasilan karyawannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut

penelitian yang dilakukan (Ningrum et al., 2020) mencatat bahwa perhitungan

Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk gaji PNS di DepartemenPekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat di Maluku Utara telah dilakukan secara akurat dan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang

Perpajakan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pihak lainpada

penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang

terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak

individu di dalam negeri. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, instansi

pemerintahan dan perusahaan yang membayar gaji kepada pegawai atau karyawan

wajib menjalankan perhitungan PPh Pasal 21 pada penghasilanyang diterima oleh

karyawan tersebut setiap bulan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Dalughu

Meyliza, 2015) menunjukkan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21
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yang dilakukan oleh PT. BPR Prima Esa Sejahtera Manado sudah sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang langsung diambil oleh

pemerintah pusat dan dikenakan kepada individu yang mendapatkan

penghasilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif

kuantitatif, yang melibatkan pengumpulan data, analisis, evaluasi kesesuaian, dan

pembuatan kesimpulan. Menurut penelitian (Pendong Anggli Angela et al., 2020)

menunjukkan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 terutang pada

pegawai tetap di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado pada tahun

2019 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan, termasuk Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan TidakKena Pajak.

Menurut (Ch Haryanto et al., 2021) Pengenaan pajak merupakan elemen

yang signifikan dalam upaya memajukan suatu negara, terutama di Indonesia. Ini

dikarenakan pembangunan bertujuan untuk mencapai dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh dari pajak yang dibayarkan

oleh warga negara adalah kontribusi yang konkret dalam mendukung pembiayaan

operasional pemerintah. Pajak memiliki dua peran utama, yaitu sebagai instrumen

anggaran (budgetair) dan sebagai alat pengatur (regulerend). Fungsi anggaran

(budgetair) pajak berperan sebagai sumber dana untuk membiayai berbagai

pengeluaran negara. Dalam konteks ini, pajak digunakan sebagai sarana untuk

menghimpun dana dari masyarakat dan mengalirkannya ke kas negara. Sementara

itu, fungsi pengatur (regulerend) pajak berperan sebagai alat untuk mengendalikan
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dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam ranah sosial dan ekonomi. Oleh

karena itu, peran pengatur ini menggunakan pajak sebagai sarana untuk

mendorong dan mengarahkan kegiatan masyarakat sesuai dengan arah dan

kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah.

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang diterapkan adalah sistemSelf

Assessment, di mana wajib pajak memiliki otoritas penuh untuk menentukan

jumlah pajak yang harus dibayarkan dan melaporkan sendirikewajiban pajaknya.

Dalam kerangka sistem ini, masyarakat memiliki tanggung jawab penuh dalam

menjalankan proses perpajakan, mulai dari pendaftaran sebagai wajib pajak,

perhitungan pajak yang terutang, pembayaran pajak secara mandiri atau melalui

kantor pos, hingga pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Berikut adalah data PPh pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada dinas

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau:

Tabel 1.1

Perhitungan PPh 21 PNS Tahun 2022 Berdasarkan PerhitunganDinas

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau

Nama

Pegawai

Gol Penghasilan

Bruto Setahun

PPh 21Menurut

Dinas PUPR

PPh 21

MenurutUndang-

Undang

A TK/0 Rp.56.400.000 Rp.120.000 120.000

B K/0 Rp.67.234.000 Rp.436.700 1.351.083
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C K/1 Rp.60.725.000 - -

D K/2 Rp.43.601.000 - -

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau (2022)

Berdasarkan data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan

Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau mengalami perbedaan perhitungan

dengan PPh Pasal 21 terkait gaji Pegawai Negeri Sipil. Perbedaan tersebut

disebabkan oleh kesalahan dalam menghitung PTKP Pegawai Negeri Sipil. Ini

menunjukkan bahwa terjadi kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh

bendahara Dinas PUPR, yang akhirnya menyebabkan perbedaan pembayaran.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada dasarnya mirip dengan cara

perhitungan pajak penghasilan secara umum. Dalam menghitung pajak

penghasilan pasal 21 untuk individu yang menerima penghasilan dari pekerjaan,

jasa, atau kegiatan, wajib pajak perorangan akan melakukan pengurangan berupa

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan mengurangkan penghasilan dengan

biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun sesuai dengan tarif yang telah

ditetapkan oleh pemerintah. jika terjadi ketidak tepatan dalam perhitungan dan

pelaporan pajak terkait gaji dan upah karyawan, maka perhitungan PPh Pasal 21

juga tidak akan akurat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku. Kesimpulannya, kesalahan dalam perhitungan dan

pelaporan PPh 21 dapat mengakibatkan pembayaran pajak yang lebih tinggi atau

lebih rendah dari jumlah sebenarnya yang seharusnya terutang.
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Kepatuhan pajak yang diperlukan dari seorang wajib pajak dapat dikenali

melalui kemampuan mereka dalam mengisi formulir dengan lengkap dan jelas,

menghitung jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan secara akurat, serta

membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang

pegawai, kewajiban utama adalah memahami dan mematuhi aturan perpajakan,

termasuk pembayaran pajak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, atas

penghasilan yang diperoleh selama bekerja di perusahaan.

Fenomena yang melatarbelakangi tujuan penelitian ini berkaitan dengan

proses perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang

diterapkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Pajak

Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pihak lain pada penghasilan

seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang terkait

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak individu di

dalam negeri. Pengaturan dan pelaksanaan pemotongan pajak ini harus sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak

Penghasilan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi fluktuasi peraturan

pemerintah yang mempengaruhi akurasi perhitungan dan pemotongan PPh Pasal

21. Hal ini menimbulkan potensi kesalahan yang dapat berdampak negatif baik

bagi instansi pemotong pajak maupun para pegawai yang menjadi wajib pajak.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keperluan untuk memastikan bahwa

proses perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau telah sesuai dengan
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ketentuan perpajakan yang berlaku. Peneliti merasa perlu untuk menganalisis

kesesuaian tersebut karena adanya perubahan peraturan yang sering kali terjadi,

serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaannya.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam

bentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme perpajakan dan

solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh instansi dalam proses

perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang di kantor tersebut dibentuk

setelah diumumkan melalui Undang-Undang Darurat No 19/1957, yang

selanjutnya diresmikan dengan Undang-Undang No 61 tahun 1958. Dinas ini

merupakan salah satu komponen pelaksana tugas Pemerintah Provinsi Riau, yang

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Provinsi Riau sendiri terbentuk dari penggabungan beberapa kerajaan

Melayu yang pernah berdiri di wilayah tersebut, termasuk kerajaan Indragiri

(1658-1838), Kerajaan Siak (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan

Riau-Lingga (1824-1913), dan beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Tambusai,

Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar, dan Kandis. Padamasa tersebut, Dinas

Pekerjaan Umum Provinsi Riau mengawasi Bidang Sumber Daya Air, Bidang

Bina Marga, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Permukiman.

Kantor pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Provinsi Riau memiliki tanggung jawab untuk melaksanakanurusan pemerintahan

daerah di bidang Pekerjaan Umum, termasuk Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya,
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Perumahan, Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman, sesuai dengan

prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugasnya,

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan

Pemukiman memiliki fungsi antara lain :

1. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang,

perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman.

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

pekerjaan umum, melibatkan bina marga, pengairan, cipta karya, perumahan,

tata ruang, kebersihan, pertamanan, dan pemakaman.

3. Membina dan melaksanakan tugas di bidang pekerjaan umum, penataan ruang,

perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman.

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsi yang dimilikinya.

Di instansi pemerintah seperti Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

Ruang, di mana terdapat banyak pegawai dengan berbagai tingkatanpenghasilan,

golongan, status karyawan, dan masa kerja yang beragam, prosesperhitungan PPh

Pasal 21 atas pendapatan para pegawai bisa menjadi tantangan bagi bendahara.

Kondisi ini diperumit oleh perubahan-perubahan dalam peraturan pemerintah,

yang dapat menyebabkan potensi kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21

terkait pendapatan yang diterima oleh setiap pegawai.

Mengingat fluktuasi peraturan pemerintah yang sering terjadi, ada

kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menghitung dan memotong pajak sesuai

dengan kewajiban yang berlaku. Oleh karena itu, seharusnya bendahara Dinas
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Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang bertanggung jawab sebagaipemotong

pajak, melakukan perhitungan dan pemotongan pajak secara akuratsesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan konteks yang telah disampaikan, peneliti merasa tertarik

untuk memilih judul Tugas Akhir dengan tema: Analisis Perhitungan dan

Pemotongan PPH Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan

sebelumnya, peneliti dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang

diterapkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau?

2. Apakah perhitungan dan pemotongan PPh 21 yang diterapkan oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau telah mematuhi peraturan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perpajakan yang berlakudi Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 di Dinas

Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang ProvinsiRiau.

2. Untuk mengetahui persamaan atau perbedaan perhitungan dan pemotongan

PPh 21 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau dengan

ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perpajakan yang berlaku di

Indonesia.
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1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dengan memperdalam pemahaman di bidang perpajakan, terutama dalam konteks

perhitungan dan pemotongan, dapat meluaskan cakupan pengetahuan perpajakan

dan memberikan kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh ke

depannya, terutama dalam hal PPh Pasal 21.

2. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini dapat menyajikan analisis terhadap perhitungan pajak

penghasilan Pasal 21 dari gaji Pegawai Negeri Sipil, memberikan kontribusi

berupa pemahaman mengenai kendala-kendala yang muncul dalam proses

perhitungan, pemotongan, dan pencatatan pajak penghasilan Pasal 21. Sebagai

hasilnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga

dan menjadi masukan yang berguna.

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi bagi peneliti lain dalam

merancang perencanaan pajak PPh Pasal 21, serta menjadilandasan atau pedoman

untuk melaksanakan penelitian berikutnya dengan tingkat kualitas yang lebih baik.

1.5 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan ProvinsiRiau yang berlokasi
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di Jalan SM Amin No.9A, sebagai tempat pengambilan data.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada rentang waktu dari bulan Februari 2024 hingga

bulan April 2024.

3. Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya

dengan cara melakukan wawancara yang dalam hal ini penulis akan mewaancarai

langsung kepala bidang keuangan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

Ruang Provinsi Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media

perantara seperti dokumen, buku-buku referensi yang berhubungan dengan

penulisan serta sumber sumber lainya.

4. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk keperluan penelitian

melalui dialog tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara pewawancara

dan responden. Meskipun wawancara berbentuk percakapan tatap muka, namun
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tujuannya adalah mengumpulkan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan

data melalui wawancara di wilayah penelitian dilakukan dengan mewawancarai

responden, yaitu pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Riau. Pertanyaan-pertanyaan diajukan langsung kepada mereka sesuai dengan

fokus penelitian terkait Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPH Pasal 21 Atas

Gaji Pegawai Negeri Sipil. Hal ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan

kelengkapan data yang diperoleh.

2. Observasi

Penulis menggunakan teknik pengamatan langsung denganmengamati dengan

seksama gejala-gejala yang terdapat di lapangan yang menjadi fokus penelitian.

Hasil pengamatan dalam penelitian ini dicatat secara deskriptif, mencakup

observasi yang akurat untuk merekam fenomena yang teramati serta memahami

hubungan antar berbagai aspek dalam fenomena tersebut. Data dan informasi

yang diperoleh melalui pengamatan ini dapat berupa tabel, data kuantitatif dan

kualitatif, serta gambar ilustrasi atau peta wilayah penelitian yang digunakan

sebagai dasar analisis dan penjelasan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat didefinisikan sebagai metode pengumpulan data yang

melibatkan pemanfaatan dokumen atau catatan yang tersimpan, termasuk tetapi

tidak terbatas padacatatan transkrip, buku, surat kabar, dan berbagai jenis dokumen

lainnya.



12

5. Analisis Data

Analisis data dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mengelola data sehingga

dapat diubah menjadi informasi yang memudahkanpemahaman karakteristik atau

sifat-sifat data, serta bermanfaat untuk menanggapi permasalahan yang terkait

dengan kegiatan penelitian. Proses analisis data dilakukan secara sistematis, dan

langkah berikutnya adalah melakukan analisis. Dalam konteks ini, peneliti

menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana data disajikan dalam bentuk angka.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan merujuk pada gambaran umum mengenai landasanatau

pedoman suatu penelitian. Dalam penulisan proposal ini, terdapat beberapa bagian

dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini mencakup penjelasan tentang latar belakang permasalahan,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta teknik

pengumpulan data dan penyusunan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini memberikan penjelasan atau gambaran keseluruhan mengenai Dinas

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau.
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BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini, penulis membahas aspek-aspek teoritis terkait pajak secara

umum, mencakup pengertian pajak, fungsi pajak, pembagian pajak berdasarkan

golongan, sifat dan metode pemungutan pajak. Selain itu, pembahasan juga

melibatkan konsep pengertian PPh Pasal 21, pemotong pajakPPh pasal 21, wajib

pajak PPh pasal 21, objek pajak PPh pasal 21, biaya jabatandan biaya pensiun, saat

terutang, penghasilan tidak kena pajak, tarif PPh pasal 21, serta perhitungan PPh

pasal 21

BAB IV : PENUTUP

Bagian akhir ini merupakan bab penutup yang mengandung rangkuman

hasil dan rekomendasi yang disampaikan berdasarkan temuan dari penelitian yang

telah dilaksanakan.
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BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG PROVINSI RIAU

2.1 Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Riau

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau didirikan setelah diberlakukannya

Undang-Undang Darurat No 19/1957, yang kemudian diresmikan dengan Undang-

Undang No 61 tahun 1958. Provinsi Riau terbentuk dari penggabungan beberapa

kerajaan Melayu yang pernah berdiri di wilayah ini, termasuk kerajaan Indragiri

(1658-1838), Kerajaan Siak (1723- 1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879),

Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913), dan sejumlah kerajaan kecil lainnya seperti

Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar, dan Kandis. Dalam konteks

ini, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau mengawasi Bidang Sumber Daya Air,

Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Permukiman. Dasar hukum

pembentukan dinas ini meliputi :

1. Undang-undang No 15 tahun 1974, tentang pokok-pokok di daerah (bagian

kesebelas pasal 49) mengenai dinas daerah

2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I

Sumatera Barat, Jambi dan Riau

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan

Produk Hukum Daerah

6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukandan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau

7. Keputusan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang

pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Riau.

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 12 tahun 2008, adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah

di bidang Pekerjaan Umum, termasuk Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya,

Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman. Dalam

melaksanakan tugas dan fungsi ini, Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang

kepala dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum melibatkan perumusan kebijaksanaan teknis di

bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan

pemukiman. Selain itu, dinas ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, pembinaan dan

pelaksanaan tugas di bidang terkait, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan

oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Visi DanMisi Dinas Pekerjaan UmumDan Penataan Ruang Provinsi Riau

2.2.1 Visi

1. Daya Saing
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Keadaan kemandirian daerah yang solid didukung oleh perkembangan

ekonomi, perkembangan infrastruktur, serta keberadaan sumber daya manusia

yang kompeten dan keberlanjutanlingkungan.

2. Bermartabat

Meningkatkan reputasi Provinsi Riau menjadi yang paling maju danmemiliki

integritas melalui pengamalan nilai-nilai agama dan penerapan falsafah

budaya Melayu dalam aspek kehidupan masyarakat.

3. Unggul

Memastikan bahwa Riau mencapai prestasi yang signifikan dalam bidang

keagamaan, budaya, seni, dan olahraga, sambil menjadi yang terbaik dan

terdepan dalam inovasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan.

2.2.2 Misi

Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau:

1. Mencapai Sumber Daya Manusia yang memiliki keyakinan, kualitastinggi, dan

mampu bersaing di tingkat global melalui pembangunan komprehensif.

2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur regional yang merata dan berfokus

pada keberlanjutan lingkungan.

3. Mencapai Pembangunan Ekonomi yang inklusif, mandiri, dan memiliki daya

saing.

2.3 Struktur Organisasi Dina Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2019 tentang
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Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Provinsi Riau Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Provinsi Riau mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kepala dinas

b. Kelompok jabatan fungsional

c. Sekretaris

d. Subkoordinator subbagian

e. Sekretariat terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan Program;

2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

f. Bidang Sumber Daya Air terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;

2. Seksi Sungai, Danau dan Pantai; dan

3. Seksi Irigasi, Rawa.

g. Bidang Bina Marga terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan;

2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan

3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

h. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Cipta Karya;
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2. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan

3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

i. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

2. Seksi Seksi Perumahan; dan

3. Seksi Kawasan Permukiman.

j. Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan Pertanahan dan Penataan Ruang;

2. Seksi Pertanahan; dan

3. Seksi Penataan Ruang.

k. Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri atas:

1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;

2. Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi; dan

3. Seksi Pendataan dan Sertifikasi Jasa Konstruksi.

l. UPT Laboratorium Bahan Konstruksi, Kelas A;

m. UPT Pengelolaan Air Minum, Kelas A;

n. UPT Peralatan Konstruksi, Kelas B;

o. UPT Pengelolaan Rusunawa, Kelas B;

p. UPT Wilayah I, Kelas A;

q. UPT Wilayah II, Kelas A;

r. UPT Wilayah III, Kelas A;

s. UPT Wilayah IV, Kelas A;

t. UPT Wilayah V, Kelas A;
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UPT Wilayah VI, Kelas A.

Gambar II.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi Riau

Sumber: Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau 2023

2.4 Uraian Tugas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tanggal 25 Februari

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur

pelaksana pemerintah Provinsi Riau di bidang pekerjaan umum dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang kepala dinas yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
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Daerah. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Bina Marga,

Pengairan, Cipta Karya, Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan, Pertamanan dan

Pemakaman berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Adapun uraian tugas dan fungsi dari bagian atau unit kerja pada Dinas

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan

Kawasan Pemukiman memimpin dan membina bawahannya, bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, memimpin dan membina Unit

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), serta melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat :

1. Sekretaris Dinas memiliki tugas menyelenggarakan urusan umum,

perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan, dan keuangan.

2. Melakukan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga Dinas

Pendapatan Daerah.

3. Menyusun kebijakan administrasi pengolahan keuangan.

4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di
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Dinas.

5. Menyiapkan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi.

6. Koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasikepada

seluruh unsur organisasi di Dinas.

7. Mengelola aset yang menjadi tanggung jawab Dinas.

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Air (SDA):

1. Merumuskan kebijakan di bidang sumber daya air, melibatkan konservasi,

pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak pada berbagai elemen perairan.

2. Melaksanakan kebijakan di bidang sumber daya air, termasuk penyusunan

program dan anggaran, evaluasi kinerja, pengembangan sistem pembiayaan,

dan penanggulangan darurat.

3. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Sumber Daya Air.

4. Memberikan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber

daya air.

5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan memeriksa hasil kerja di Bidang

Demikian juga, hal yang serupa berlaku untuk bidang-bidang lainnya seperti

Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan & Kawasan

Permukiman, Bidang Pertanahan Dan Penataan Ruang, Bidang Bina Jasa
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Konstruksi, serta Bidang UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I sampai dengan

Bidang UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI. Setiap bidang memiliki tugas dan

tanggung jawab spesifik yang mencakup perencanaan, pelaksanaan,evaluasi, dan

pelaporan sesuai dengan fungsinya.



64

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai perhitungan dan

pemotongan Pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap pada dinas Pekerjaan

Umum Dan Penataan Ruang, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian

ini adalah:

1. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam menghitung dan

memotong PPh pasal 21 yang mencakup pengumpulan data penghasilan

pegawai, perhitungan penghasilan bruto, pengurangan biaya jabatan dan

iuran pensiun, perhitungan penghasilan neto, penentuan PTKP, perhitungan

penghasilan kena pajak, perhitungan PPh Pasal 21, serta pemotongan dan

penyetoran pajak yang telah dihitung telah sesuai dengan peraturan perpajan

yang berlaku.

2. Tarif PTKP yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

telah sesuai dengan tarif PTKP perpajakan yang terbaru menurut Peraturan

Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 terdapat perbedaan antara tarif

PTKP yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Riau dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

36 Tahun 2008 Perpajakan. Perbedaan ini terlihat dari perbedaan status PTKP

pegawai antara data yang tercantum dalam SPT Tahunan dan data yang
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diperoleh dari wawancara, menunjukkan bahwa tarif PTKP yang digunakan

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau tidak

sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu

dilakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap tarif PTKP yang diterapkan agar

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perpajakan

untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberi beberapa saran yang

mungkin dapat memberikan masukan antara lain:

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara bagi pelaksanaan

pembangunan nasional. Oleh karena itu, diharapkan agar Dinas Pekerjaan

Umum Dan Penataan Ruang melakukan kewajibannya untuk melakukan

perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pegawai negeri sipil dengan

benar dan teliti sehingga tidak merugikan pegawai.

2. Bagian akuntansi perlu memperbaharui setiap peraturan perundangan yang

terbaru mengenai perpajakan dan mengikuti setiap sosialisasi tentang

peraturan perundang-undangan perpajakan tentang perhitungan PPh Pasal 21

pegawai negeri yang dilakukan Dinas PUPR sehingga tidak terjadi kesalahan

pemotongan baik kurang bayar maupun lebih bayar yang mengakibatkan

kesalahan pembayaran gaji pegawai.

3. Perlunya pengetahuan tentang perpajakan terutama tentang pajak peghasilan

pasal 21 agar pegawai dapat mengecek kembali apakah pemotongan tersebut
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telah sesuai ketentuan atau tidak.
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